BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
KASUS JANDA TUNTUT SEPARUH GAJI Ex. SUAMI

KASUS POSISI:
· Zaidah binti M. Dasuki dan Karsan bin Sankarya warga Kab. Cilacap adalah suami-istri yang menikah menurut Agama Islam;

· Tahun 1994 berdasarkan Putusan PA Cilacap No. 1312/Pdt.G/1994/PA.Clp tanggal 10 Nopember 1994:

· Suami-istri tersebut dinyatakan bercerai;

· Suami (Karsan bin Sankarya pekerjaan Guru PNS) wajib memberikan ½ bagian gajinnya kepada bekas istrinya. Kewajiban tersebut berakhir bilamana janda tersebut menikah lagi;

Kemudian disusul dengan keluarnya Kutipan Akta Cerai No. 1544/AC/1994 tanggal 1 Desember 1994;
· Bewberapa bulan kemudian janda meminta Duda untuk memenuhi kewajibannya ,memberikan setengah dari gajinya, namun Mantan Suami menolak dengan alasan Janda telah menikah lagi dengan Wagimin yang disangkal oleh Janda;

· Sengketa tersebut kemudian diperiksa oleh PA Cilacap dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Janda) terhadap Tergugat (Duda);

· Adapun tuntutan yang diminta da;lam Surat Gugatan tersebut adalah:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Kutipan AKta Nikah No. 601/1995 tanggal 3 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh KUH Kec. Bojong Kidul Cilacaptidak sah;

3. Menghukum Tergugat membayar bagian “Separuh gaji” kepada Penggugat sejak April 1994 = 55 bulan;

4. Memutuskan bahwa penggugat tetap berhak menerima “sepauh gaji” dari Tergugat sampai dnegan Tergugat menikah lagi;

5. biaya menurut hukum

6. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

PENGADILAN AGAMA:

· Majelis PA yang mengadili gugatan ini dalam putusannya mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

· Bukti-bukti atau fakta hukum dipersidangan adalah sebagai berikut:
· Penggugat dan Tergugat telah bercerai talak pada 1 Desember 1994 di PA Cilacap, dimanaTergugat dihukum pula untuk membayar separuh gaji tergugat dengan ketentuan haknya Penggugat menjadi gugur, apabila Penggugat kemudian melangsungkan pernikahan;

· Penyevab ketidaksediaan Tergugat menyerahkan separo gajinya kepada Penggugat, karena Tergugat telah menikah dengan pihak lain dengan adanya Kutipan Akta Nikah KUA Bojong POidang Kab. Cianjur No. 601/1995 yanggang 3 Februari 1995; hal ini disangkal oleh Pengugat
· ]Persoalan hukum apakah Pengugat telah menikah ataukah belum;

· Dari bukti P-4 Penjelasan dari KUA Kec. Bojong bahwa KUA tidak pernah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah No. 601 tahun 1995 dengan seri OE.Stempelnya pun tidak sama dengan stempel aslinya. Dalam daftar Pencatatan Nikah tidak terdapat catatan Nikah No. 601/1995 tersebut;

· Dari fakta diatas harus dinyatakan tidak pernah terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Wagimin berdasarkan Kutipan;
· Akta nikah No. 601 Tahun 1995 tersebut dengan demikian kutipan Akta Nikah a’quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

· Dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Penggugat adalah benar Pengugat telah melakukan “pernikahan siri” dengan Wagimin di hadapan KH. Sholeh. Setelah itu Penggugat hidup bersama Wagimin sebagai suami istri lima bulan kemudian Wagimin pergi entah kemana;

· Menurut pendapat Majelis Hakim, Hukum Positif Indonesia tidak mengenal adanya nikah siri, Pernikahan yang dilakukan tidak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak dipandang sebagai suatu pernikahan yang sah;

Oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa antara Penggugat dan Wagimin tidak pernah terjadi perkawinan sebab dipandang dari sudut hukum apapun apapun, nikah siri tidak dibenarkan dan tidak mempunyai nilai hukum;
· Penggugat telah mengadakan hubungan diluar nikah dengan Wagimin, sehingga menunjuk Pasal 8 ayat 4 PP No. 45 Tahun 19990, maka hak Penggugat untuk mendapatkan separuh gaji tergugat menjadi gugur dan Penggugat tidak lagi berhak untuk memperoleh bagian dari separuh gaji tersebut;

· Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim PA Cilacap memberi putusan yang amar pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Bojong Picung Kab. Cianjur No. 601 Tahun 1995 tanggal 3 Februari 1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menolak gugatan untuk selebihnya;

4. Membebankan Pengggugat untuk membayar biaya perkara.

PENGADILAN TINGGI AGAMA:

Penggugat Zaidah binti M. Dasuki menolak putusan tersebut diatas dan mengajukan permohonan banding ke PT.Agama Semarang.
· Majelis Hakim Banding dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
· Pertimbangan Hakim Pertama, bahwa gugurnya hak Penggugat Pembanding untuk menerima ½ gaji dari Tergugat/Terbanding dikarenakan Perbuatan Penggugat yang melakukan hubungan diluar nikah dengan Wagimin adalah tidak benar, karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku, maka Majelis PT Agama tidak sependapat dengan Hakim Pertama;

· Pertimbangan Hakim Pertama menunjuk Pasal 8 (4) PP No. 45 Tahun 1990 untuk alasan penghentian pemberian “setengah gaji” dari Tergugat kepada Penggugat adalah tidak tepat, karena ternyata pembagian gaji kepada Penggugat/Pembanding, sudah pernah diberikan berdasarkan Putusan PA Cilacap No. 1312/Pdt.G/1994/PA.Clp;

Penggugat /Pembanding tidak terkena ketentuan Pasal 8 (4) PP No. 45 Tahun 1990 tersebut sehingga pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat 4 PP No. 45 Tahun 1990 tidak terbukti;

· Atas dasar pertimbangan diatas, akhirnya PT Agama Semarang memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

· Menyatakan permohonan banding dapat diterima;

· Membatalkan Putusan PA Cilacap No. 2288/Pdt.G/1998?PA.Clp;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan GUGATAN pengugat;

2. Menetapkan Kutipan Akta Nikah – KUA Kec. Bojong Picung No. 601/1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menetapkan Penggugat/Pembanding berhak menerima kembali ½ bagian gaji Tergugat/Terbanding sejak diberhentikan April 1994 sampai dengan) Penggugat/Pembanding menikah lagi;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan ½ bagian dari gaji Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding;
5. Menghukum Penggugta/Terbanding untuk membayar biaya perkara … dst … dst.

MAHKAMAH AGUNG

Karsan/Tergugat menilak putusan pertama diatas dan mengajukan permohonan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi;

· Majelis MA yang mengadili perjara ini dalam putusannya menilai bahwa putusan Judex Facti kurang cukup pertimbangannya sepanjang mengenai pemberian setengan Gaji dari gaji Tergugat kepada Penggugat, yang diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990.

· Seharusnya PTAgama memperbaiki amar putusan PA Cilacap, karena peraturan tersebut adalah “Peraturan Pegawai Negeri Sipil”. Dan bukan “Hukum Acara Peradilan Agama”.

· Penghentain pemberian ½ gaji Tergugat merupakan “Keputusan Pejabat ke TUN”, sehingga tuntutan gaji tersebut seharusnya diajukan ke PERATUN setelah Akta Nikah a’quo tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

· Atas dasar pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat atas setengah gaji dari Tergugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

· Akhirnya Majelis MA memberi putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

· Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon;

· Membatalkan putusan PTAgama Semarang No. 27/Pdt.G/1999/PTA.Smg tanggal 28 September 1999 M yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumandits Tsani 1420 H.
MENGADILI SENDIRI

· Mengabulkan gugatan untuk sebagian;

· Menyatakan Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Bojong Picung, Kab. Cianjur No. 601 Tahun 1995 tangal 3 Februari 1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

· Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

· Menghukum Pengugat membayar biaya perkara.

CATATAN

Abstrak hukum yang dapat diangkat dari putusan MA diatas adalah sebagai berikut:

· Gugatan yang diajukan ke PA oleh seorang janda tercerai yang petitumnya menuntut Tergugat (bekas suami seorang PNS) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan amar putusan PA No. 132/Pdt.G/1994/PA.Clp, yang menghukum Tergugat untuk memberikan ½ gajinya kepada Penggugat. Masalah ini diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.
Karebna penghentian pemberian ½ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan “Putusan TUN”, maka gugatan tersebut seharusnya diajukan ke PERATUN, setelah Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama;

Karena gugatan ini diajukan PA, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

· Demiklian.

Ali Boediarto

= = = = = = = = = = == = = =

Putusan Pengadilan Agama di Cilacap No. 2288/Pdt.G/1998/Pa.Clp tanggal 29 Desember 1998 M, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1419 H;

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 27/Pdt.G/1999/PTA.Smg tanggal 28 September 1999, bertepatan dengan 18 Jumandits Tsani 1420 H;
Putusan Mahakamah Agung RI No. 11.K/AG/20201, tanggal 10 Juli 2003.
